
Menimbang 

Mengingal 

BUPATI BOGOR 

a. bahwa dalam upaya mewujudkan demorasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa perk 
memperhalikan aspirasi masyarakal desa dalam 
memilih kepala desa; 

b. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan pemiihan 
kepala desa sebagaimana dmaksud dalam huruf a, 
pelu mengatur tata cara pencalonan, ·perilihan, 
pelantikan dan pemberhenfian kepala desa di 

Kabupaten 8ogor dengan peraluran daerah. 

1 .  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pererinlahan Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Jawa Barat Berita Negara Tahun 1950 
Nomor 8); 

2.Undang-undang.... . . .  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 
NOM OR 5  TAHUN 2000. 

TENTANG : 

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, 
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPAT1 BOGOR, 
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2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka 
Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789); 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Noma 3839); 

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Teknik Penyusunan Peraluran Perundang­ 
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, 
Rancangan P eraluran Per erintah, dan Rancangan 
Kepulusan Presiden; 

5. Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 
1999 tentang Pelunjuk Pelaksanaan dan 
Penyesuaian Peristilahan Dalarm Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 

6. Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan 
Mengenai Desa. 

Degan peselujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR 

MEMUTUSKAN: 

Menelapkan: .. . . . .  



Menetapkan 
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, 
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA 

DESA. 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraluran daerah ini yang dmaksud dengan : 

1 .  Pernerinlah Daerah adalah Pemerinlah Kabupaten 
80go; 

2. Bupali adalah Bupati Bogor; 

3. Camal adalah kepala kecamatan sebagai 
Perangkat Daerah Kabupaten Bogor; 

4. Desa atau yang dsebut dengan nama lain, 
selanjulnya dsebul desa, adalah kesaluan 
masyarakat hukum yang memiiki kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat selempal berdasarkan asal usul dan 
adat isliadat setempal yang dakui dalam sistem 
pemerinlahan nasional dan berada di daerah 
kabupalen; 

5. Pemerinlahan Desa adalah kegiatan pemerintahan 
yang dlaksanakan oleh Pemerintah Desa dan 
Badan P erwakilan Desa; 

6.Peerinlah . . . . . . .  



- 4 ­  

6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang 
dsebut dengan nama lain dan perangkat desa; 

7. Badan Pewakilan Desa atau yang dsebut dengan 
nama lain yang selanjulnya dsebut BPD adalah 
badan perwakilan yang terri afas pemuka-pemuka 
masyarakat yang ada d desa yang befungsi 
mengay omi adat istiadat, membuat peraluran desa, 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 
serta melakukan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

8. Panilia Pemilihan adalah panitia pemiihan kepala 
desa yang dbentuk leh Badan Perwakilan Desa; 

9. Baka Calon adalah warga desa cetempat yang 
telah mendaftarkan dri kepada panitia peritihan 
pada tahap penjaringan; 

10. Calon adalah bakal calon kepala desa yang telah 
dtelapkan leh BPD sebagai calon yang behak 
dpilih menijad kepala desa; 

11 .  Calon Terpilih adalah calon kepala desa yang 
memperadeh dukungan suara terbanyak dalam 
pemilihan kepala desa; 

12. Penijabat Kepala Desa adalah perangkat desa alau 
warga desa cetempat alau pejabat lain yang 
dangkat deh bupali berdasarkan usulan BPD 
untuk melaksanakan tugas sebagai kepala desa 
sampai dengan terpiihnya kepala desa hasil 
pemiihan; 

13.Pemilih . . . . . .  
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13. Pemiih adalah warga desa setempat yang telah 
memenuhi persyaralan untuk menggunakan hak 
pilihnya; 

14. Hak Memiih adalah hak warga desa untuk 
menenlukan piihan dalam pemiihan kepala desa; 

15. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang 
dlakukan oleh panilia perilihan untuk 
mendapalkan bakal calon; 

16. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang 
dlakukan oleh panilia pemiihan untuk 
mendapatkan calon kepala desa; 

17. Pejabal adalah PNS d lingkungan Pemerinlah 
Kabupaten Bogar. 

BAB II 

PERSYARATAN DIPILIH DAN ME MILIH 

Pasal2 

Yang dapal dpilih menjadi kepala desa adalah warga 
negara Indonesia yang: 

a. berlaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. selia dan taat kepada Pancasila dan Undang­ 
un dang Dasar 1945; 

c.tidak .. . . . . .  
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c. tidak pemah terlibat langsung atau tidak langsung 

dalam kegiatan yang mengkhianali Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945, G 30 SPKl dan alau 
kegialan organisasi terlarang lainnya; 

d. bependidikan sekurang-kurangnya Sekolah 
Lanijutan Tingkat Petama dan alau 
bepengelahuan yang sederajat; 

e. berumur sekurang-kurangnya 25 {da puluh lima) 
tahun, selinggi-lingginya 60 (enam pukuh) tahun 

dhitung pada saat pendaftaran; 

f. sehat jasmani dan rohani; 

g. nyata-nyata tidak terganggu jwalngalannya; 

h. berkelakuan baik, jujur dan adl; 

i. tidak pemah dihukum penijara karena melakukan 
tindak pidana; 

j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan 
pengadlan yang mempunyai kekualan hukurn 
telap; 

k. mengenal desanya dan dkenal leh masyarakat 
desa setempal; 

I. bersedia dcalonkan menjad kepala desa; 

m. terdaflar secara sah sebagai warga desa setempal 
dan bertempat tinggal d desa tersebut sekurang­ 
kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak 
terpulus-putus; 

n.bagi . 



£ 

- 7 ­  

n. bagi pegawai negei sipillanggola TN/Poli, 
m endapalkan perselujuan tertulis dari pejabal alau 
atasannya yang berwenang. 

Pasal3 

Yang dapat memilih kepala desa adalah warga negara 
Indonesia yang: 

a. sudah beusia 17 (tujuh belas) tahun alau telah 

menikah pada saat pendaftaran pemiih; 

b. nyala-nyala tidak terganggu jwa/ngalannya; 

c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kepulusan 
pengadlan yang mempunyai kekuatan hukum 
telap; 

d. terdaftar secara sah sebagai warga desa dan 
bertempal tinggal d desa setempal sekurang­ 
kurangnya 6 (enam) bulan terhitung pada saat 
pendaflaran pemilih; 

e. tercalat dalam daflar pemilih yang dbuat leh 
panitia pemilihan, dan dsahkan leh BPD. 

BAB 111 . 
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BAB Ill 

TATA CARA PENCALONAN DAN 
PEMILIHAN KEPALA DESA 

Bagian Kesatu 
Pembentukan Panitia Pemilihan 

Pasal 4 

Panitia pemilihan dbentuk dan dtetapkan dengan 
Keputusan BPD, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya 
masa jabatan kepala desa, dengan telebih dahulu 
memberilahukan secara tertulis kepada kepala desa 
tentang akan dselenggarakannya tahapan-tahapan 
pemilihan kepala desa. 

Pasal 5 

Panitia pemilihan terdiri da ri :  

a. unsur BPD; 

b. unsur perangkat desa. 

Pasal6 

Susunan panilia pemiihan terdiri dari ketua, sekretaris, 
dan anggola-anggota. 

Pasal7 . . . . . . .  
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Pasal 7 

Bakal calon kepala desa tidak bodeh dtunjuk menijad 
panilia perilihan. 

Pasal 8 

Tugas panilia pemilihan adalah sebagai berikut : 

a. melaksanakan penjaringan dan penyaringan 
administrasi bakal cal0n; 

b. menerima pendaftaran bakal calon; 

c. melaksanakan pendaftaran pendudk yang berhak 
meritih yang dsusun dalam daflar pemiih yang 
dlandatangani leh ketua dan sekrelaris panilia 
pemiihan serta dsahkan oleh BPD; 

d. menyusun dan mengajukan rencana biaya untuk 
disahkan leh 8PD; 

e. menyiapkan surat undangan bagi pendudk yang 
berhak memilih; 

f. menyiapkan kartu suara dan kolak suara serta 
pelengkapan lainnya dalam rangka pemungutan 
suara dan penghitungan suara; 

g. mengajukan rencana tempat dan waktu 
pelaks anaan pemungutan suara kepada BPD; 

h. mengumumkan nama-nama bakal calon, calon dan 
daflar penduduk yang berhak memilih dlempat­ 
tempat yang dapat dbaca penduduk; 

i.melaksanakan...... 
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i. melaksanakan undan tanda gambar calon; 

j. melaksanakan pemungutan suara; 

k. melaksanakan penghitungan suara; 

I. membual berila acara dan melaporkannya kepada 
BPO; 

m. menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
keuangan kepada BPD; 

n. menjaga kelerliban dan keamanan dalam 
pelaksanaan pemilihan. 

Bagan Kedua 
Penjaringan Sakal Calon 

Pasal 9 

Penjaringan bakal calon dlaksanakan oleh panitia 
pemilihan selama kurun waktu 30 (tiga puluh) hari 

melalui pengumuman secara tertulis di tempat-tempat 
umum. 

Pasal 10 

Pengumuman sebagaimana dmaksud dalam Pasal 9 
sekurang-kurangnya memuat : 

a. waklu dmulainya dan berakhirnya pendaftaran 
bakal calon; 

b. persyaratan administrasi bakal calon; 

c.rencana .. . . . .  
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c. rencana waktu tahapan pemiihan pemungutan 

suara. 

Pasal 11 

Panilia pemilihan menerima pendaflaran bakal calor 
yang mendaflarkan dri cecara tertulis di alas ketas 

bermaterai cukup. 

Pasal 12 

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan dri tidak 

mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhimnya 
waktu penijaringan sebagaimana dmaksud dalam 
Pasal 9, maka penijaringan dpepanjang 14 (empat 
belas) hari. 

Pasal 13 

Dalam hal bakal calon yang mendafarkan diri tidak 
juga mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saal 

berakhirnya perpanjangan waktu penijaringan 
sebagaimana dmaksud dalam Pasal 12, maka 
penijaringan dperpanjang untuk keda kalinya selama 
14 (empat belas) hari. 

Pasal 14 . . . . .  
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Pasal 14 

Dalam hal bakal calon yang mendaflarkan dri tidak 
juga mencapai jumlah 2 (dua) orang setelah 
perpanjangan waktu penijaringan yang kedua 
sebagaimana dmaksud dalam Pasal 13, maka 
penijaringan dnyalakan dtutup. 

Bagian Ketiga 
Penyaringan Bakal Calon 

Pasal 15 

Persyaralan administrasi bakal calon dserahkan aleh 
bakal calon kepada panitia pemiihan, selambal­ 
lambatnya 7 (lujuh) hari sebelum berakhimya waktu 
penjaringan. 

Pasal 16 

Jumlah calon ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) 
orang, sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang. 

Pasal 17 

Penyaringan calcn dlakukan leh panilia perilihan, 
alas dasar : 

a.kelengkapan . . . . . .  
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a. kelengkapan persyaralan administrasi; 

b. kebenaran formil persyaratan administrasi; 

c. seleksi kemampuan pengetahuan umum, dalam hal 

bakal calon melebihi 6 (enam) orang. 

d. pengaturan lebih lanjut mengenai tala cara seleksi 
kemampuan sebagaimana dmaksud huruf c, datur 
lebih lanjut oleh bupati. 

Pasal 18 

Hasil penyaringan calon sebagaimana dmaksud 
clalam Pasal 17 dluangkan dalam berila acara rapat 
paniia pemilihan yang dtandatangari oleh kelua, 
sekrelaris dan anggola-anggota panilia serta 
dilaporkan kepada 8PD. 

Pasal 19 

Calon kepala desa dlelapkan dengan Kepulusan BPD, 
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dterimanya laporan 
hasil penyaringan dari panifia pemiihan. 

Pasal20.. . . . . .  
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Pasal20 

Dalam hal hanya terdapat calon tunggal, BPD dapat 
menetapkan tentang dlangsungkannya atau tidak 
dlangsungkannya pemiihan kepala desa. 

Pasal21 

Dalam hal BPD menelapkan perilihan kepala desa 
tidak dlangsungkan sebagaimana dmaksud dalam 

Pasal 20, maka pemilihan kepala desa dtunda 
selama-lamanya 1 (satu) lahun. 

Bagan Keempat 

Pelaksanaan Kampanye 

Pasal 22 

Kampanye dlaksanakan 8 (delapan) hari menijelang 
hari pemungulan suara dengan ketentuan selama­ 
lamanya 6 (enam) hari masa kampanye dikuti masa 
tenang selama 2 (da) hari. 

Pasal 23 

Undan tanda gambar dlaksanakan oleh panilia 
pemilihan d hadapan para calon dengan disaksikan 
deh pejabal, selambat-lambalnya 2 (dua) hari seb elum 
pelaksanaan kampanye. 

Pasal24 . . . . . . .  
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Pasal 24 

(1) Kampanye dapal dlaksanakan dengan cara: 

a. penyampaian pendapat d tempat umum dalam 
benluk dialog terbuka, dskusi dan rapal umum; 

b. pemasangan tanda gambar, bendera alau 
atribut d tempal umum. 

Q2) Dik ecualikan dari tempat-tempat umum 
sebagaimana dmaksud dalam ayat (1) adalah : 

a. rumah sakit; 

b. sekolah; 

c. kantar-kantor pemerintah; 

d. tempat-tempat peribadatan sepeti mesjjd, 
musholla, vihara, gereja, dan tempat-tempat 
lain yang sejenis. 

g3) Kampanye tidak dperkenankan dlakukan secara 
bedebihan dengan membagi-bagikan uang, barang 
atau fasiitas lainnya, serta tidak dbenarkan 
mengadakan pawai atau konvoi; 

(4) Selama masa kampanye tidak dbenarkan 
melakukan intimidasi dan menghujat dantara calon. 

Bagian . . . . . .  
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Bagan Kelira 

Sanksi Kampanye 

Pasal 25 

(1) Panitia pemiihan dapat memberkan sanksi bagi 
pelanggaran sebagaimana dmaksud dalam pasal 
24 ayat (3) dan ayat (4), berupa peringatan. 

(2) Dalam hal peringatan panitia sebagaimana 
imaksud dalam ayat (1) sudah dberikan sebanyak 
2 (dua) kali dan masih melakukan pelanggaran, 
maka BFD dapat mencabut status yang 
bersangkulan sebagai calon yang berhak dpilih. 

Bagian Keenam 

Pemungutan Suara 

Pasal 26 

Pemungutan suara dlaksanakan oleh panitia 
pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur dan adl dengan dihadiri leh para calon dan saksi 
yang mewakiii cal on serta dawasi eh pejabat. 

Pasal27 .....•. 
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Pasal 27 

(1) Pemberian suara dlakukan leh penduduk yang 
behak memilh dengan cara memih salah salu 
tanda gambar yang bentuk, model, ukuran, dan 
wamanya dtetapkan oleh 8PD. 

() Tanda gambar sebagaimana dmaksud dalam ayat 
(1) tidak boleh sama dengan tanda gambar 
organisasi peserta perilu dan alau simbol 
organisasilembaga pem erinlahlagama. 

(3) Pembeian suara oleh penduduk yang behak 
memilih tidak dapat iwakilkan dengan alasan 
apapun. 

Pasal 28 

(1) Jumlah quorum untuk sahnya penungutan suara 
adalah 2/3 (dua per liga) dari jumlah daftar pemilih 
yang telah dsahkan oleh BPD. 

Q) Dalam hal qorum sebagaimana dmaksud dalam 
ayat (1) belum tercapai sampai balas waktu yang 
telah dtelapkan, maka pemungutan cuara 
dperpanjang selama-lamanya 2 (da) jam. 

(3) Dalam hal quorum sebagaimana dmaksud dalam 
ayat (1) belum tercapai, setelah dadakan 
perpanjangan waklu sebagaimana dmaksud dalam 
ayat [, maka pemnungutan suara dperpanjang 
untuk kedua kalinya selama-lamanya2 (dua) jam. 

(4)0alam . 
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(4 Dalam hal quorum sebagaimana dmaksud dalam 
ayat (1) belum lercapai selelah perpanjangan waktu 
yang kedua sebagaimana dmaksud dalam aya (3) 
maka pemungulan suara dundur selambat­ 
lambalnya 30 (tiga puluh) hari. 

() Dalam hal quorum sebagaimana dmaksud dalam 
ayat (1) belum tercapai setelah dundur 30 (tiga 
puluh) hari sebagaimana dmaksud dalam ayat (4), 
maka pemungulan suara dperpanijang selama­ 
lamanya 2 (dua) jam dengan quorum (setengah) 
dtambah satu dari jumlah daftar pemilih. 

6) Dalam hal quorum '% (setengah) dtambah satu 
sebagaimana dmaksud dalam ayat 5) tidak 
tercapai maka pemilihan kepala desa dtunda 
selamalamanya 1 (satu) tahun. 

Bagian Ketujuh 

Penghitungan Suara 

Pasal29 

(1) Penghitungan suara dlaksanakan leh panitia 
pemihan segera selelah berakhirya pemungutan 
suara dengan disaksikan oleh calon dan alau 
wakinya serla dawasi leh pejabat. 

(2) Panitia memeriksa keutuhan kolak suara serta 

membuka ktak suara dan menghitung surat cuara 
dhadapan para saksi. 

Pasal30 . . ... . .  
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Pasal 30 

(1) Surat suara dinyalakan tidak sah jika : 

a. tidak menggunakan surat suara yang telah 
dtetapkan; 

b. tidak dtandatangani leh panitia pemiihan; 

c. terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain 
selain yang telah dlelapkan; 

d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukan 
identitas perilih; 

e. memberikan pilihan kepada lebih dari 1 (satu) 
calon; 

f. mencoblos d luar kolaklingkaran tanda gambar. 

(2) Dalam hal terjad perbedaan pendapat mengenai 
sah atau tidak sahnya surat suara antara para saksi 
maka keputusan dtentukan leh panilia pemilihan. 

Bagan Ke delapan 

Penetapan Calon Terpilih 

Pasal 31 

(1) Calon yang m emperodeh du.kungan suara terbanyak 
dnyalakan sebagai calon terpilih, apabila mendapal 
dukungan suara sekurang-kurangnya 1/6 

(seperenam) dari jumlah warga yang menggunakan 
hak pilih. 

(2)Oalam . 



(2 Dalam hal terdapat 2 (da) atau lebih calon yang 
memperoleh du.kungan suara terbanyak yang sama 
maka dlakukan pemilihan udang selambat­ 
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 
penghitungan suara. 

(3) Pemilihan ulang sebagaimana dmaksud dalam 
ayat (2 hanya dlakukan terhadap para calon yang 
memperoleh dukungan suara terbanyak. 

(4) Dalam hal masih terdapat calon yang memperdeh 
du.kungan suara terbanyak yang sama selelah 
lakukan pemilihan ulang sebagaimana dmaksud 
dalam ayal (3) maka penenluan calon terpilih 
dlakukan oleh panitia perilihan dengan cara 
seleksi pengelahuan umum. 

Pasal 32 

Penelapan calon terpilih sebagaimana dmaksud 
dalam Pasal 31 dtuangkan dalam berita acara yang 
dbuat deh panifia pemilihan dan dlaporkan kepada 
BPD, selambal-lambatnya 2 (dua) hari setelah 
penghitungan suara. 

Pasal 33 

Pengangkalan calon terpilih sebagai kepala desa 
dlakukan dengan keputusan BPD selambat-lambatnya 
2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dari panilia 
pemilihan. 

Pasal34 . . . . . . .  
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Pasal 34 

Keputusan BPD tenlang pengangkatan kepala desa 

sebagaimana dmaksud dalam Pasal 33 dlaporkan 
kepada bupati selambat-lambalnya 3 (tiga) hari sejak 
dtelapkan. 

Pasal 35 

Bupali menerbitkan keputusan tentang pengesahan 
keputusan BPD sebagaimana dmaksud dalam Pasal 
34 selambat-lambalnya 14 (empat belas) hari sejak 
dterimanya keputusan BPD. 

Bagian Kesembilan 

Pelantikan Kepala Desa 

Pasal 36 

Pelanlikan kepala desa dlakukan oleh bupati, 
selambat-lambalnya 3 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
pengesahan keputusan BPD. 

Pasal 37 

Sebelum memangku jabatamya kepafa desa 
mengucapkan sump~al/janiji sebagai berikut: 

"Demi Allah .. . . . .  
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Demi Allah (Tuhan), saya bersumpahbejanii bahwa 
saya akan memenuhi kewajban saya slaku kepala 
desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujumya, dan 
seadladlnya; bahwa saya akan selalu laat dalam 
m engamalkan dan mempertahankan Pancasila 

sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan 
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- 
undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta 
segala peraluran per Undang-undangan yang belaku 
bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia'. 

Bagian Kesepuluh 

Masa Jabatan Kepala Desa 

Pasal 38 

(1) Kepala desa dangkat untuk masa jabalan 5 (ima) 
tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. 

(2) Seseorang hanya baleh menduduki jabalan kepala 
desa untuk 2 (dua) kali masa jabalan baik berturut­ 
turut maupun tidak berturut-turut. 

(3) Pembalasan 2 (dua) kali masa jabalan 
sebagaimana dmaksud dalam ayat [ belaku pula 
bagi seseorang yang telah mendudki jabalan 
kepala desa berdasarkan pemiihan yang 
dlaksanakan sebelum belakunya Undang-undang 
Nomr 22 Tahun 1999 tenlang Pemerintahan 
Daerah. 

(4)8agi . 
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(4 Bagi kepala desa yang telah mendduki jabalan 
kepala desa berdasarkan pemilihan yang 
laksanakan sebelum belakunya Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah, telap melaksanakan tugasnya unluk masa 
jabatan 8 (delapan) tahun, sepanijang yang 
bersangkulan dinilai baik oleh BPO. 

5) Masa jabalan kepala desa sebagaimana dmaksud 
dalam ayat (4) danggap sama dengan 1 (salu) kali 
masa jabalan sebagaimana dmaksud dalam ayat 
(1). 

Bagan Kesebelas 

Biaya Pemilihan Kepala Desa 

Pasal 39 

(1) Biaya pemilihan kepala desa dsesuaikan dengan 
kemampuan keuangan desa setempat, yang 
ddapal dari golong royong berdasarkan hasil 
musyawarah dengan 8PD yang dtuangkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

(2) Biaya pemilhan kepala desa dpergunakan dengan 
prinsip hemat dan wajar terhitung sejak saal 
persiapan sampai pelanlikan. 

BAB IV .. 
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BABIV 

PELAKSANMN PERTANGGUNGJAWABAN 

AKHIR MASA JABAT AN KEPALA DESA 

Pasal 40 

(1) PD memberitahukan kepada kepala desa 
mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala 
desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum 
berakhirnya masa jabalan. 

2 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, 
kepala desa menyampaikan pedanggungiawaban 

akhir masa jabatan kepada BPD. 

(3) Selambat-lambalnya 2 (dua) bulan sebelum 
berakhirya masa jabatan, BFD segera memproses 
pemilihan kepala desa yang baru. 

(4 Kepala desa yang pertanggungjawaban akhir masa 
jabalannya dtolak leh BPD, tidak dapat 
dcalonkan kembali menijad kepala desa. 

BABV 

LARANGAN BAGl KEPALA DESA 

Pasal 41 

Kepala desa dlarang: 

a.membual . . . . . . .  
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a. membuat keputusan yang cecara khusus 
memberikan kewenangan bagi drinya, anggola 
keluarganya, kroninya, gdongan tertentu, alau 
kelompaknya yang secara nyala merugikan 
kepentingan umum alau mendskriminasikan warga 

negara dan gad ongan masyarakat lainnya; 

b. melakukan pekerjaan lain yang memberikan 
keunlungan bagi dirinya, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan 
desa yang bersangkulan; 

c. menerima uang, barang, dan alau jasa dari pihak 
lain yang palut dapal dduga akan mempengaruhi 
kepulusan alau lindakan yang akan dlakuk annya; 

d. menjad advakat alau kuasa hukum dalam cuatu 

pekara d pengadian selain mewakii desanya. 

BAB VJ 

PEMBERHENTIAN SEMEN TARA DAN 
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

Bagian Kesatu 

Pemberhentian Sementara 

Pasal 42 

(1) Kepala desa dapat dberhenlikan semenlara dari 
jabalannya deh bupali alas usul BPD dalam hal 
yang bersangkutan dtuduh atau tersangkut dalam 
suatu findak pidana yang pekaranya dalam proses 
pengadlan. 

(2Selama .. . . . .  
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(2) Selama kepala desa dberhentikan semenlara, 
tugas sehari-hari dlakukan leh penjabat kepala 
desa yang dtelapkan oleh bupati alas usul BPD. 

(3) Bupafi mencabut keputusan pemberhenlian 
cementara dalam hal kepala desa yang 
bersangkulan lidak djatuhi pidana berdasarkan 
keputusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, atas usul 8PD. 

(4) Dalam hal pengadlan fingkat pertama atau tingkat 
bandng menetapkan kepala desa yang 
bersangkutan djatuhi pidana, sedang yang 
bersangkutan melakukan upaya banding atau 
kasasi, maka slambat-lambatnya 90 (sembian 
puluh) hari sejak putusan pengadilan dmaksud, 
BPD mengusulkan kepada bupati unluk 
memberhentikan kepala desa yang bersangkutan, 
tanpa menunggu selesainya upaya banding atau 
kasasi tersebul. 

5) Kepala desa yang selelah melalui proses 
pengadlan temyata tidak djatuhi pidana 
-berdasarkan keputusan pengadlan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum yang telap, 
drehabililasi namanya leh bupali, dan daktifkan 
kembali sebagai kepala desa sampai saat 
berakhimya masa jabatan, alas usu/ BPD. 

Bagian . 
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Bagan Ke dua 

Pemberhentian Kepala Desa 

Pasal 43 

Kepala desa berhenli alau dapat dberhentikan 
alas usul BPD karena : 

a. meninggal du.nia; 

b. mengajukan behenli alas perminlaan sendri; 

c. berakhir masa jabalannya dan telah dlanlik kepala 
desa yang baru; 

d. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar 
sumpah/janj; 

e. melakukan pebuatan yang bertentangan dengan 
kelenluan peraluran perundang-un dangan yang 
belaku dan alau norma yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat desa; 

f. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas 
akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya, 
dan kel erangannya alas kasus ilu dlolak deh BPD; 

g. dllak pertanggungjawabannya oleh BPD 
sebanyak dua kali sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 

Pasal 44. . . . . . .  
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Pasal 44 

(1) Pemberhentian kepala desa karena alasan-alasan 
sebagaimana dmaksud dalam Pasal 43 huruf a, b 

dan c, dtetapkan dengan keputusan BPD dan 
dsahkan oleh bupati; 

(2) Pemberhentlian kepala desa karena alasan-alasan 
sebagaimana dmaksud dalam Pasal 43 huruf d, e, 
f dan g, berdasarkan kepulusan BPD yang dambil 
dalam rapat BPD yang dhadri oleh seluruh 
anggola 8PD, dan dselujui oleh 23 (dua pertiga) 
anggota BPD. 

Pasal 45 

(1) Dalam hal kepala desa tidak dapat menialankan 
kewajbannya sebagai kepala desa karena sakit 
sampai 6 (enam) bulan berturut-turut maka 
sekretaris desa atau yang disebut dengan nama 
lain dtunijuk aleh bupafi untuk melaksanakan tugas 
selaku kepala desa alas usul 8PD. 

(2 Apabila berdasarkan keterangan lim penguji 
kesehalan bahwa kepala desa sebagaimana 
dmaksud dalam ayat (1) belum dapat menialankan 
tugasnya maka bupati memberhentikan yang 
bersangkutan dari jabalannya dan menelapkan 
penijabat kepala desa alas usul BPD. 

BAB VII. . . ...  
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BABVII 

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA 

Pasal 46 

(1) Penjabat kepala desa dangkat dengan keputusan 
bupali dari perangkat desa, warga desa alau 
pjabat lainnya alas usul 8PD. 

Q2) Penijabat kepala desa dlantik oleh bupati. 

(3) Sebelum memangku jabatannya, penjabat kepala 
desa mengucapkan sumpal/fanjj sebagaimana 
dmaksud dalam Pasal 37. 

(4) Hak dan kewajban penijabat kepala desa 
sebagaimana dmaksud dalam ayat (1) sama 
dengan hak dan kewajiban kepala desa 
sebagaimana datur berdasarkan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

BABVJII 

PEMBATALAN HASIL PEMILIHAN 

Pasal 47 

(1) 8PD dapat membatalkan hasil pemiihan jika 
lerdapat: 

a. kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan 
pemilihan, dan dapat dbuktikan bahwa 
seandainya tidak terdapat kecurangan­ 
kecurangan tersebut, calon terpilih tidak akan 
mendapat dukungan suara terbanyak; 

b.pemalsuan . . . . . . .  



b. pemalsuan ijazah dan umur sebagaimana 
dmaksud dalam Pasal 2 huruf d dan e 

Q2) Pembatalan sebagaimana dmaksud dalam ayat (1) 
dlakukan sebekum pelantikan kepala desa. 

(3) Dalam hal kecurangan-kecurangan, pemalsuan 
ijazah dan umur, sebagaimana dmaksud dalam 
ayat (1) belum dapal dbuklikan, maka pelanlikan 
kepala desa tetap dlaksanakan. 

(4) Dalam hal kecurangan-kecurangan, pemalsuan 
ijazah dan umur, sebagaimana dmaksud dalam 
ayat (1) dkelahui alau dapal dbuktikan selelah 
pelanfikan, maka bupati alas usul 8PD 

memberhentikan yang bersangkutan serta 
mengangkat penijabat kepala desa. 

BAB IX 

PENYELfNGGARAAN PENCALONAN PE MILIHAN 

KEPALA DESA TDAK TEPAT WAKTU 

Pasal 48 

Dalam hal penyelenggaraan pencalonan sampai 
dengan pelantikan kepala desa tidak dapat 
dlaksanakan tepat waktu sesuai berakhimya masa 
jabalan kepala desa, maka bupati alas usul BPD 
memperpanijang masa jabalan kepala desa untuk 

jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun. 

BAB X  .  
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BABX 

PEMBINAAN 

Pasal 49 

(1) Bupali melakukan pembinaan untuk menijamin 
terselenggaranya proses pemilihan kepala desa 
berdasarkan peraturan daerah ini. 

Q2) Bupali melakukan pembinaan bagi kepala desa 
yang baru dlantik agar mampu meny elenggarakan 
Pemerinlahan Desa dengan baik. 

BABXI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 50 

Jika perhitungan 203 (da pertiga), '/ {setengah) 
dlambah 1 (salu) alau 1/6 (seperenam) sebagaimana 
dmaksud dalam Pasal 28, Pasal 31 dan Pasal 44 
menghasikan angka dibelakang koma, maka 
dbulatkan ke alas. 

8ABXII . . . . . .  
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BABX11 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 51 

Bupali dapat mendelegasikan kewenangannya unluk 
melaksanakan sebagaimana dmaksud dalam Pasal 
36, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 49 kepada pejabat 
tingkat kabupaten atau carnal. 

Pasal 52 

Hal-hal lain yang belum dalur alau belum cukup datur 
dalam peraturan daerah ini sepanjang menyangkut 
teknis pelaksanaannya datur lebih lanjut oleh bupali. 

Pasal 53 

Dengan belakunya peraluran daerah ini, maka 
Peraluran Daerah Kabupaten Bogar Nomor 
141/Perda08/DPRD/1983 tenlang Tata Cara 
Pengambian Sumpah/Jani dan Pelantikan Kepala 
Desa, dcabut dan dnyalakan tidak berlaku. 

Pasal54 

Peraturan daerah ini mulai bedaku pada tanggal 
dundangkan. 

Agar ...... 
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Agar seliap orang dapat mengelahuinya, 
memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini 

dengan penempatamya dalam lembaran daerah. 

Ditetapkan di Cibinong. 
pada tanggal 27 Mei 2000. 

BUPATI BOGOR, 

ttd 

AGUS UT ARA EFFENDI 

Diundangkan d Cibinong 
pa da tanggal 27 Mei 2000. 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOGOR, 

ttd 

DUDDY SWUDI. 

• LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 
TAHUN 2000 NOMOR 15 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

ASISTEN TATA 

Ors. H. YUY N MUSLHAT MM. 

P E  M B I N  

NIP. 010.0 .222. 


